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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang 

penting dan kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin sulit, 

karena hal tersebut berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi peristiwa masa 

lalu sebagai suatu kebenaran. Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan 

dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (ultimate 

absoluth), tetapi bersifat kebenaran yang relatif atau bahkan cukup bersifat 

kemungkinan, namun untuk mencari kebenaran yang demikian tetap menghadapi 

kesulitan.1 Dalam menyelesaikan perkara perdata, salah satu tugas hakim yaitu  

menyelidiki hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan apakah benar ada atau 

tidak peristiwa seperti apa yang dituangkan di dalam gugatan. Oleh karena itu,  

hakim harus mengetahui fakta peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui 

proses pembuktian. Demikian pembuktian dilakukan untuk memperoleh fakta dari 

suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antar pihak serta 

menetapkan putusan berdasarkan hasil dari pelaksanaan pembuktian.  

Pembuktian atau membuktikan dalam Hukum Inggris sering 

menggunakan istilah dua perkataan, yaitu: Proof dan evidence. Adapun dalam 

hukum Belanda disebut “bewijs”.2

 
1Atika Lukmawati dan Harjono, “Tinjauan Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat 

(Descente) Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/Pn.Krg)”,  Jurnal Verstek, Vol. 6 

No. 3, 2017, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, hlm. 2.  
2 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Jakarta,  

Kencana Prenadamedia Group, 2012, hlm.15. 
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Untuk mengetahui arti dari hukum pembuktian itu sendiri perlunya terlebih dahulu 

memahami apa itu pembuktian. Pembuktian berasaskan “siapa yang mendalilkan, 

maka wajib untuk membuktikannya, begitu pula dengan yang membantah hak 

orang lain, maka wajib membuktikannya”. Hal tersebut terdapat didalam Pasal 163 

HIR yang bunyinya: “Barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia 

menyebutkan suatu pebuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah 

hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu”.3 Dari Pasal 

tersebut apabila terjadi suatu hal yang dimana salah satu pihak yang bersengketa 

tidak dapat membuktikan apa yang disengketakan, maka dia akan menanggung 

resiko dikalahkan. Kemudian pada Pasal 1865 KUHPerdata yang bunyinya: “Setiap 

orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk 

meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib 

membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.4  

Pembuktian perlu untuk dilakukan dikarenakan adanya bantahan dari 

pihak lawan terkait apa yang digugatkan atau untuk membenarakan suatu hak. Pada 

perkara perdata tertentu untuk melengkapi pembuktian terkadang dibutuhkan alat 

bukti penunjang seperti pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat merupakan 

pemeriksaan yang dilakukan di persidangan oleh hakim, hanya saja pemeriksaan 

setempat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan langsung melihat kondisi atau 

keadaan objek yang disengketakan. 

 
3 Pasal 163 HIR (Herzien Inlandsch Reglement). 
4 Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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Beberapa pengertian tentang pemeriksaan setempat menurut pandangan 

beberapa ahli maka berikut menurut dari beberapa ahli sebagai berikut:  

a. Menurut Subekti, pemeriksaan setempat tidaklah lain dari pada 

memindahkan tempat sidang hakim ke tempat yang dituju, sehingga apa 

yang dilihat oleh hakim sendiri di tempat tersebut dapat dianggap 

sebagai dilihat oleh hakim di muka sidang pengadilan.5 

b. Menurut Lilik Mulyadi, pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan 

perkara yang dilakukan hakim diluar persidangan Pengadilan Negeri 

atau di lokasi pemeriksaan setempat dilakukan sehingga hakim dapat 

secara lebih tegas dan terperinci memperoleh gambaran terhadap 

peristiwa yang menjadi pokok sengketa. 6 

Pemeriksaan Setempat merupakan media yang disediakan oleh peraturan 

perundang-undangan kepada Hakim atau Majelis Hakim untuk memperjelas suatu 

fakta dari objek yang sedang disengketakan, yang dimana pemeriksaan setempat 

adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim atau Majelis Hakim Perdata di 

tempat objek yang sedang disengketakan berada. Pembuktian pemeriksaan 

setempat (Descente) merupakan pemeriksaan terkait suatu perkara perdata yang 

dilakukan oleh hakim yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan 

pengadilan, agar hakim dapat melihat sendiri serta memperoleh gambaran atau 

 
5 Ardiansyah, Sapto Hadi Pamungkas, dan Mohammad Taufik, “Analisis Normatif  

Tentang Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat Menjadi Dasar Tidak Diterimanya Gugatan Kajian 

Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 236/Pdt.G/2019/PN.BPP”, Jurnal de Jure, Vol.13 

No.2, 2021, Balikpapan, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, hlm. 98. 
6 Irham Handika, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemerikaan  

Setempat (Descente) Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata”, 2019, Tegal, Universitas 

Pancasakti, hlm 38-40. 
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keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa. 

Pemeriksaan Setempat ini sendiri diatur dalam Ketentuan Pasal 153 HIR, Pasal 180 

RBg, serta diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 

2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Pelaksanaan pemeriksaan Setempat 

mempunyai makna dalam hal ini untuk mencocokan dalil gugatan Penggugat 

mengenai objek perkara contohnya objek tanah terkait batas-batasnya, luasnya, 

letaknya, kemudian berbatasan dengan apa atau harta siapa. Hal tersebut ditujukan 

untuk mempermudah Hakim atau Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya 

apakah gugatan dapat dikabulkan atau ditolak, atau apakah gugatan kabur sehingga 

tidak dapat diterima.7  

Hukum Acara Perdata mengenal adanya pembuktian sebagai proses 

dimana pihak yang bersengketa berusaha membuktikan hal-hal yang telah 

didalilkan di depan persidangan. Pembuktian dilaksanakan dengan tujuan 

memberikan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi, sehingga kelak hakim tidak 

salah dalam menjatuhkan putusannya. Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata 

diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata yang mana alat bukti 

dalam perkara perdata terdiri atas: Surat atau Tulisan, Saksi, Persangkaan, 

Pengakuan, dan Sumpah. Namun, selain daripada itu ada 2 (dua) alat bukti lainnya 

yang dipergunakan diluar ketentuan di atas yaitu: 

1. Pemeriksaan Setempat yang dimana pengaturan terdapat dalam Pasal 

153 HIR dan 180 Rbg. 

 
7 Marselinus Ambarita, “Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke  

Plaatsopneming) Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 18 No. 

3, 2021, Lubuk Linggau, Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, hlm.5. 
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2. Keterangan Ahli yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 154 HIR dan 

181 Rbg.8 

Apabila alat bukti dalam Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 164 HIR 

dirasa kurang dalam memberikan kekuatan dan kejelasan pada hakim saat 

mengambil suatu keputusan, maka para hakim dapat menggunakan pilihan 

pembuktian dengan cara lain yaitu pemeriksaan setempat ataupun pengangkatan 

seorang ahli. Sehubungan dengan penelitian ini pemeriksaan setempat adalah salah 

satu yang erat kaitannya dengan hukum pembuktian, meskipun pemeriksaan 

setempat ini secara formil tidak termasuk dalam alat bukti sebagaimana diatur 

dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 164 HIR maupun Pasal 284 

Rbg. Dasar hukum Pemeriksaan Setempat selain diatur dalam Pasal 153 HIR juga  

ditemukan di dalam peraturan lain seperti pada Rbg yaitu didalam Pasal 180, dan 

pada Rv didalam Bab II, bagian 7, dengan titel Pemeriksaan di Tempat dan 

Penyaksiannya, terdiri dari Pasal 211-214 (sebanyak 4 Pasal).9 

Selain itu, Pemeriksaan Setempat juga diatur didalam Surat Edaran 

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 yang mana SEMA tersebut 

dikatakan bahwa dalam perkara perdata seringkali objek yang menjadi sengketa 

tidak dapat dihadirkan ke muka persidangan, sehingga dibutuhkan pemeriksaan ke 

tempat objek sengketa untuk menghindari putusan yang non executable atau tidak 

dapat dilaksanakan. Pemeriksaan setempat mempunyai makna penting baik bagi 

 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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para pihak yang bersengketa serta bagi hakim dalam memberikan putusan karena 

dengan hal tersebut hakim dapat melihat sendiri objek perkara yang disengketakan. 

Menurut Subekti, apabila hakim dalam putusannya mengatakan bahwa 

suatu hal telah dilihatnya sendiri di muka sidang, maka pernyataan yang demikian 

itu tidak dapat diganggu gugat. Akan tetapi, apabila pertimbangan hakim itu 

didasarkan hal yang diketahui umum atau pengetahuannya sendiri maka putusannya 

itu masih dapat ditinjau kembali oleh hakim atasan baik hakim banding atau 

kasasi.10 Hakim dalam melaksanakan pemeriksaan perkara khususnya perkara 

mengenai sengketa harta bersama, dalam tahap Pembuktian Hakim melakukan 

pemeriksaan setempat (Descente) diharapkan dengan adanya Pemeriksaan 

Setempat (Descente) akan memberikan pandangan tersendiri mengenai duduk 

perkara yang sebenarnya. 

Pengadilan Negeri Prabumulih sebagai lembaga yudikatif yang memiliki 

wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang terjadi di wilayah 

hukumnya, dalam hal ini kewenangan untuk melakukan proses peradilan baik 

pidana maupun perdata. Terkait hal tersebut terdapat suatu hal yang menarik untuk 

diangkat menjadi topik penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan pemeriksaan 

setempat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Prabumulih. Biasanya dalam 

hal ini yang menjadi objek yang disengketakan berupa objek tanah yang dimana 

objek sengketa tersebut tidak bisa dibawa ke pengadilan untuk membuktikan 

keberadaannya ada atau tidak. Berikut beberapa nomor perkara perdata yang telah 

 
    10 Ahmaturrahman, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Inderalaya, Fakultas Hukum, 

Universitas  Sriwijaya, 2020, hlm.82. 
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dilaksanakan Pemeriksaan Setempat dari bulan September 2022 sampai bulan 

Agustus 2023 di Pengadilan Negeri Prabumulih: 

No. Tahun Nomor Perkara Tanggal Pelaksanaan 

1. 2022 8/Pdt.G/2022/PN Pbm 27 September 2022 

2. 2022 10/Pdt.G/2022/PN Pbm 22 September 2022 

3. 2022 15/Pdt.G/2022/PN Pbm 8 Desember 2022 

4. 2023 1/Pdt.G/2023/PN Pbm 6 Juli 2023 

5. 2023 2/Pdt.G/2023/PN Pbm 13 April 2023 

   Sumber: Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II 

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari salah satu hakim yang 

ada di Pengadilan Negeri Prabumulih yakni Citra Amanda, beliau memberikan 

gambaran terkait hal-hal yang menjadi kendala yang dihadapi oleh para pihak pada 

saat berlangsungnya proses acara pemeriksaan setempat. Kendala-kendala tersebut 

diantaranya sebagaimana yang penulis peroleh dari informan yang berkaitan 

dengan hal tersebut yaitu kendala keadaan sosial yang ada di sekitar tempat 

berlangsungnya pemeriksaan setempat yang dapat mempengaruhi kinerja hakim 

dalam melaksanakan tugasnya.11 Kemudian, ketidak ketahuan para pihak yang 

bersengketa akan keadaan atau lokasi objek sengketa yang didalilkannya membuat 

keyakinan yang ada pada hakim terhadap objek tersebut menjadi suatu keraguan. 

Sehubungan dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi penegak 

hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat di Pengadilan Negeri 

Prabumulih, maka peneliti dalam penelitian ini akan mengkaitkan hal tersebut 

dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur jalannya pemeriksaan 

setempat. Pelaksanaan tersebut apakah ditemukan suatu perbedaan dalam 

 
11 Wawancara bersama Hakim Citra Amanda, di Pengadilan Negeri Prabumulih, hari  

Jumat 7 Juli 2023, pukul 10.30 WIB 
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praktiknya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan setempat sebagai 

pendukung pembuktian serta bagaimana pandangan hakim terkait kekuatan 

pemeriksaan setempat sebagai pendukung pembuktian dalam perkara perdata. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengkaji dan membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: 

Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Upaya Penguatan Hakim 

Memutuskan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Prabumulih 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan setempat sebagai wujud 

pembuktian pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Prabumulih?  

2. Apa saja faktor-faktor penghambat pemeriksaan setempat dalam 

perkara perdata di Pengadilan Negeri Prabumulih dan upaya yang 

dilakukan dalam menyelesaikan hal tersebut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun tujuan yang ingin penulis capai 

dalam penulisan ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemeriksaan 

setempat sebagai wujud pembuktian pada perkara perdata di Pengadilan 

Negeri Prabumulih. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat 

pelaksanaan pemeriksaan setempat di Pengadilan Negeri Prabumulih 

dan upaya penyelesaiannya. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis  

Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu informasi serta 

penunjang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khusus kaitannya dengan 

pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam hukum acara perdata.  

2. Manfaat Praktis  

a. Masyarakat 

Memberikan informasi serta pemahaman bagi masyarakat akan 

pentingnya makna dari pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam 

memberikan kepastian terhadap objek yang disengketakan di pengadilan.  

b. Penegak Hukum 

Memberikan bantuan berupa solusi terhadap masalah yang serupa, 

sehingga dari hal tersebut dapat diimplemenatasikan untuk 

mengoptimalkan kinerja dari aparat penegak hukum dalam pelaksanaan 

pemeriksaan setempat sebagai suatu proses beracara pada perkara perdata. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

       Ruang lingkup penelitian ini hanya membahas mengenai pelaksanaan 

pemeriksaan setempat sebagai upaya penguatan hakim memutuskan perkara 

perdata dan faktor-faktor penghambat serta upaya penyelesaiannya di Pengadilan 

Negeri Prabumulih.  
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F. Kerangka Teori 

1. Teori Implementasi 

Pemahaman akan implementasi dapat dikaitkan dengan suatu peraturan 

atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Arti implementasi 

sendiri menurut KBBI merupakan pelaksanaan atau penerapan. Gambaran 

sederhana terkait konsep implementasi dikemukakan oleh Lane et all, bahwa 

implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome.12 

Berdasarkan hal tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari 

maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Adapun menurut 

Wahab, beliau memandang implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan 

baik oleh individu-individu, pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau 

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam 

keputusan kebijakan.13 Dari beberapa pendapat tersebut, implementasi bermakna 

menerapkan, mempraktekkan, melaksanakan, melakukan, atau mengerjakan suatu 

kegiatan yang dimana kegiatan tersebut dikaitkan dengan kegiatan publik. 

Menurut George C. Edwards, terdapat empat faktor yang sangat 

menentukan keberhasilan implementasi yaitu: 

a. Komunikasi, keberhasilan implementasi mensyarakatkan agar 

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. 

 
12 Haedar Akib, “ Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana”, Jurnal  

Administrasi Publik, Vol.1 no.1, 2010, Makassar, hlm. 2. 
13 Novita Tresiana dan Noverman Duadji, Implementasi Kebijakan Publik; Pentingnya  

Kapital Sosial dan Koproduksi, Yogyakarta, Suluh Media, 2021, hlm.11. 
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b. Sumberdaya, walaupun isi kebijakan telah dikomunikasikan, tetapi 

apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, 

maka implementasi tidak berjalan efektif. 

c. Disposisi, merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 

implementor. 

d. Struktur Birokrasi, bertugaas dalam hal mengimplementasikan 

kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi 

kebijakan.14 

Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana 

pengaruh faktor-faktor di atas terhadap implementasi, yang dimana implementasi 

ini merupakan suatu proses yang dinamis. Terdapat banyak faktor yang saling 

berinteraksi dan mempengaruhi implementasi. 

Kaitannya dengan penulisan dalam hal ini, implementasi adalah 

pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-

undang, namun dapat juga berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan 

badan peradilan.15 Lazimnya, suatu keputusan mengidentifikasikan masalah yang 

ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, serta 

cara menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Proses tersebut 

berlangsung melalui sejumlah tahapan tertentu yang kemudian hasil kebijaksanaan 

dalam bentuk suatu pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana kesediaan. 

 
14 Joko Pramono, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik, Surakarta, Unisri Press,  

2020, hlm. 4-5. 
15 Ibid., hlm.39. 
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Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan 

setelah sebuah kebijakan diputuskan. 

Penggunaan teori implementasi dalam penelitian ini, peneliti gunakan 

untuk membahas dan menganalisis pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam 

perkara perdata yang kemudian dari pelaksanaan tersebut dikeluarkan suatu 

kebijakan berupa putusan hakim. Hal tersebut merupakan wujud dari implementasi 

terhadap adanya suatu kebijakan yang dikeluarkan terhadap penyelesaian perkara 

perdata. 

2. Teori Pembuktian 

Pembuktian dalam proses penemuan hukum merupakan tahapan yang  

penting, apabila suatu objek yang disengketakan telah dibuktikan, maka hakim akan 

memperoleh kebenaran dari hasil pembuktian tersebut. Pembuktian adalah usaha 

yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal 

yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan supaya dapat dipakai oleh 

hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan mengenai perkara tersebut.16 

Untuk mengetahui pengertian dari hukum pembuktian itu apa, maka perlu 

sebelumnya memahami arti dari suatu pembuktian. 

Adapun pengertian yang dikemukakan oleh para ahli terkait pemahaman 

dari pembuktian yaitu Soedikno Mertokusumo, yaitu: 

 
16 Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2015,  

hlm 324.  
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a. Kata membuktikan dikenal dalam arti logis. Pembuktian disini berarti 

memberi kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap 

orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. 

b. Kata membuktikan dikenal juga dalam arti konvensional. Di sisi pun 

membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan 

kepastian mutlak, selain kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya, 

yang mempunyai tingkatan-tingkatan: 

1). Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. 

2). Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal. 

c. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam 

ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan 

mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala 

kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian 

yang konvensional yang bersifat khusus. 17 

Adapun pandangan yang diberikan oleh Subekti mengenai pembuktian 

bahwasannya membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang 

kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.18 

Pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada suatu kebenaran yang  

mutlak, hal tersebut terdapat kemungkinan terhadap suatu pengakuan, kesaksian, 

atau surat-surat yang digunakan sebagai alat bukti  tidak sesuai atau palsu. 

Penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim sebagai wujud 

 
17 Achmad Ali, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Jakarta, Kencana Prenadamedia  

Group, 2012, hlm.16. 
18 Ali Imron dan Muhammad Iqbal, Hukum Pembuktian, Banten,Unpam Press, 2019,  

hlm.2 
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pelaksanaan pembuktian dalam memeriksa jalannya perkara guna memberikan 

kepastian terhadap kebenaran peristiwa yang didalilkan. Pembuktian diperlukan 

untuk mengadili suatu sengketa maupun perkara permohonan yang menghasilkan 

suatu penetapan di lembaga peradilan. Pada dasarnya proses pembuktian dilakukan 

terhadap siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa dan untuk meneguhkan 

haknya atau membantah hak orang lain haruslah mempunyai bukti adanya suatu 

hak atau peristiwa tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR, pasal 283 

RBg, pasal 1865 KUH Perdata.19 Dengan demikian penggugat yang mendalilkan 

gugatannya apabila berhasil maka gugatan tersebut dikabulkan, namun sebaliknya 

apabila isi gugatan yang didalikan penggugat tidak terbukti atau tidak benar maka 

gugatan tersebut sudah pasti akan ditolak oleh hakim. 

Penggunaan teori pembuktian dalam penelitian ini, peneliti gunakan untuk 

membahas dan menganalisis pengaruh atau kekuatan dari pembuktian pelaksanaan 

pemeriksaan setempat terhadap suatu acara perkara perdata. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini berupa penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian 

hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. 

Penelitian diarahkan untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis peraturan 

perundang-undangan yang relevan dengan kajian ini dan mengetahui bagaimana 

 
19 Laila Rasyid dan Herniawati, Hukum Acara Perdata, Lhokseumawe, Unimal Press,  

2015, hlm. 73. 
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pemeriksaan setempat sebagai pendukung pembuktian serta bagaimana pandangan 

hakim terkait kekuatan pemeriksaan setempat sebagai pendukung pembuktian 

dalam perkara perdata. Adapun penelitian yang akan dilakukan di lapangan dengan 

memperoleh data berupa hasil wawancara bersama narasumber yang relevan 

dengan judul penelitian ini yaitu Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai 

Upaya Penguatan Hakim Memutuskan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri 

Prabumulih. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan 

(statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan analitis 

(analytical approach) yang sesuai dengan tema penulisan yakni pelaksanaan 

pemeriksaan setempat.  

a. Pendekatan perundang-undangan (statue approach)  

Pendekatan ini dilaksanakan dengan menelaah Undang-undang dan 

peraturan lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan hukum 

yang dibahas. Dalam hal ini berbagai macam dasar hukum yang 

berkaitan dengan Pemeriksaan Setempat yaitu Pasal 1865-1866 KUH 

Perdata, Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, Pasal 211-214 Rv, SEMA 

Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat.  

b. Pendekatan Kasus (case approach)   

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma 

atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.20 Tipe 

 
20 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press, 2020,  
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pendekatan kasus yang digunakan pada penulisan ini berupa peristiwa 

hukum dalam keadaan berlangsung atau belum berakhir yang dimana 

fokusnya pada penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum 

tertentu yang masih berlangsung atau belum selesai.21 Pada penelitian 

ini menggunakan kasus pemeriksaan setempat dalam perkara nomor 

8/Pdt.G/2022/PN Pbm, 10/Pdt.G/2022/PN Pbm, 15/Pdt.G/2022/PN 

Pbm, 1/Pdt.G/2023/PN Pbm, 2/Pdt.G/2023/PN Pbm di Pengadilan 

Negeri Prabumulih. 

c. Pendekatan Analitis (analytical approach) 

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui makna yang dikandung 

oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan 

secara konsepsional sekaligus untuk mengetahui penerapannnya dalam 

praktiknya.22 Pada penelitian ini penulis akan menganalisis mengenai 

agenda sidang dalam hukum acara perdata yakni pemeriksaan setempat. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini 

diantara yaitu : 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Terkait 

hal tersebut, data penelitian ini diperoleh dari penelitian di lapangan 

dengan informan atau narasumber yang relevan melalui kegiatan 

 
hlm.58. 

21 Ibid., hlm.123. 
22 Ibid, hlm. 58 
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wawancara. Wawancara sangat penting untuk mengetahui respon, 

tanggapan, persepsi, pengetahuan serta pemahaman informan atau 

narasumber terhadap pertanyaan dan permasalahan yang diteliti, 

sehingga dapat diperoleh jawaba yang sesuai dengan kebutuhan 

peneliti.23 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan atau 

bahan hukum dengan mengumpulkan, mendokumentasikan 

kepustakaan diantaranya buku, jurnal, artikel, serta dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sumber data sekunder 

dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: 

1). Bahan Hukum Primer 

a). Indonesia, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 

Tahun 1959) 

b). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  

c). HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) Staatbland 1941 

No.44. 

d). RBg (Reglement voor de Buitengewesten) Staatbland 1927 No. 

227. 

e). Rv (Reglement op de Rechtsvordering) Staatbland 1847 No. 52. 

jo 1849 No.63. 

 
23 Ibid., hlm.100. 
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f). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang  

    Pemeriksaan Setempat (Nomor:M.A./Kumdil/287.A/XI/K/2001). 

g). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014  

Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan 

Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. (Nomor: 

02/Bua.6/Hs/SP/III/2014) 

2). Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang dapat 

membantu dalam memahami dan menganalisis bahan hukum primer, 

antara lain buku-buku tentang Pemeriksaan setempat, hasil-hasil 

penelitian, jurnal serta artikel-artikel. 

3). Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan 

primer dan sekunder yang bersumber dari tulisan-tulisan, kamus 

hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan sebagainya 

yang mendukung serta berkaitan dengan penelitian ini . 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penulis lakukan dengan cara melakukan kajian 

kepustakaan berupa buku- buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, dan sumber 

lainnya yang mendukung penulisan penulis serta melalui internet yang ada 

hubungannya dengan penulisan ini. Kemudian, penulis melakukan studi 

lapangan berupa wawancara bersama narasumber yang berkaitan dengan 

penulisan ini yang dimana hasil dari wawancara tersebut penulis gunakan 
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sebagai bahan pendukung dalam penulisan ini. Dari bahan-bahan tersebut 

harapannya dapat memberikan keselarasan sebagaimana yang telah diatur 

dalam perundang-undangan dan praktiknya. 

5. Lokasi Penelitian 

Guna menyesuaikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 

lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Prabumulih yang 

beralamat di Jalan Jendral Sudirman KM.12, Sindur, Prabumulih, Kota 

Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan. 

6. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi merupakan sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang 

memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah 

penelitian.24 Dalam hal ini populasi yang peneliti pilih untuk penelitian ini 

adalah Kantor Pengadilan Negeri Prabumulih. 

b. Sampel 

Sampel merupakan jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh 

peneliti dalam melakukan penelitian. Sampel harus dapat mewakili 

populasi. Jenis pengambilan sampel yang peneliti gunakan dalam 

penelitian ini adalah Purposive Sampling. Jenis sampel tersebut digunakan 

berdasarkan penilaian yang pasti mengenai populasi secara keseluruhan 

atau mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mewakili populasi. Pihak 

 
24 Ibid., hlm.111. 
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yang akan terlibat  dalam penelitian ini yaitu Hakim, Panitera Pengganti, 

Jurusita, dan Petugas PTSP bagian perdata. 

7. Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu proses analisis yang tidak 

menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau 

mendeskripsikannya dengan kata-kata atas temuan dan karenanya ia lebih 

mengutamakan kualitas dari data. Dari bahan-bahan yang telah diperoleh 

tersebut selanjutnya akan diolah dan dianalisis yang kemudian 

diinterpretasikan untuk membangun argumen hukum dan penarikan 

kesimpulan hasil penelitian.25 

8. Penarikan Kesimpulan  

 Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data yang 

telah dikumpulkan kemudian dipilih dan dipilah selanjutnya ditelaah dan 

dianalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan isu hukum 

yang diangkat. Pada penulisan ini digunakan penarikan kesimpulan induktif 

yaitu dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal khusus (peristiwa yang 

konkrit) kepada hal-hal yang umum (peristiwa yang berlaku secara umum).26 

 
25 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press, 2020,  

hlm.129. 
26 Ibid., hlm.109. 
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